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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR20TAHUN 2007 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2008 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

,�. BUPATILUWUUTARA, 

a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Uncfang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
scbagaimana tclah diubah dengan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tcntang Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang­Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang­Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
bersarna Bupati telah menyempumakan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) 
Kabupatcn Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan 
Pcraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4262/Xll/Tahun 2007 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APBD Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APED Tahun Anggaran 
2008 tidak bcrtcntangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
pcrundang­undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a Jan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah lentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun Anggaran 2008. 

: 1. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) scbagaimana telah dubah dengan Undang­Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang­Und.ang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
3685) scbagaimaana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 24b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 
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3. Undang­Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nornor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ::1688); 

4. Undang­Undang Nornor 13 Tahun 1999 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3826); 

5. Undang­Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

6. Undang­Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

7. Undang­Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan 
Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
l.cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

8. UnJang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pcrnbaugunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang­Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagairnana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 08 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Perncrintah Pengganti 
Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi 
Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
108, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang­Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

11. Pcraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pcngawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 41, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tcntang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nornor 118, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4138); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Keuangan (Lernbaran Negara Republik Tahun 2005 
Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4503); 

17. Pcraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
D6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnforrnasi Kcuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4576); 

20. Peraturan Femerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 
1'.\9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 
Nrnnor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

22. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran 
Rcpublik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 
dan Kinetja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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24. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun2007; 

26. Peraturan Mcntcri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2006 tcntang Pcdornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah Tahun Anggaran 2008; 

27. Pcraturan Dacrah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 
tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN F'ERW AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUWU UT ARA 

Dan 
I3UPATJ LUWU UTARA 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2008 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai 
berikut: 

1. Pcndapatan Daerah Rp 420,248,484,000.00 
2. Belanja Daerah BP- 442,832,180,265.02 

( Defis it) .............................•.•..........•....•...•.•..••...•..•... Rp (22,583,696,265.02) 

."\. Pcmbiayaan 
a. Peuerimaan Rp 23,583,696,265.02 
b. l'cngcluaran Rp 1,000,000,000.00 

Pcmbiayaan Netto Rp 
Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 

22,583,6%,265.02 
(0.00) 

Pasal 2 
(1) Pend,, patan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. l'cndapatan Asli Dacrah sejumlah Rp. 14.054.593.000,00 
b. Dana perimbnngan sejumlah Rp. 396.382.513.000,00 
c. l.a in­lain pcndapatan dacrah yang sah sejumlah Rp. 9.811.378.000,00 

(2) Pendnpatan A81i Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah sejurnlah Rp. 2.678.100.000,00 
b. Rdribusi daorah scjumlah Rp. 7.968.493.000,00 
c. Hasil pengelnlaan k,•_kayaan daerah yang dipisahkan sejurnlah 

Rp. 300.000.000,00 
d. l.ain­Iain pondapatan asli dacrah yang sah sejumlah 

I� p. 3.108.000.000,00 
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('.\) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jcnis pcndapatan : 
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 36.404.793.000,00 
b. Dana alokasi umum scjumlah Rp. 303.617.720.000,00 
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 56.360.000.000,00 

(4) Lain­lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
avat (1) huruf c tcrdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah scjurnlab Rp. 1.440.507.000,00 
h. Dana darurat sejurnlah Rp. 00 
c. Dana bagi basil pajak sejurnlah Rp. 8.370.871.000,00 
d. Dana pcnycsuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 00 
c. Bautuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah 

lainnva scjurnlah Rp. 00 
Pasal 3 

(l) Belauja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Lklanja tidak langsung sejurnlah Rp.191.898.873.619,00 
b. Belan]a langsung sejumlah Rp. 250.933.306.646,02 

(2) Belan]a tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jcnis bclanja : 
a. Belanja pegawai sejurnlah Rp. 161.101.626.200,00 
b. Bdanja bunga sejurnlah Rp. ­ 
c. Bclanja subsidi scjurnlah Rp. ­ 
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.160.000.000.00 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4.470.412.771,00 
f. Bclanja bagi basil sejumlah Rp. 452.779.800,00 
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 22.214.054.848,00 
h. Bclanja tidak tcrduga sejumlah Rp. 500.000.000,00 

(3) Belnnja langsuni; sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 
a. Bclanja Pcgawai scjurnlah Rp. 29.898.538.600,00 
b. Bclanja Ba rang dan Jasa sejurnlah Rp. 92.189.739.572,00 
c. Bclanja Modal sejurnlah Rp. 128.845.028.474,02 

Pasal 4 
(1) Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 

a. Pcnerirnaan scjumlah Rp. 23.583.696.265,02 
b. Pcngeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jcnis pcmbiayaan : 
a. Sisa lebih pcrhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelurnnya 

(SILPA) sejumlah Rp. 23.449.218.333,02 
b. Pcncairan dana cadangan sejumlah Rp. ­ 
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.­ 
d. Penerimaan pinjaman daerah sejurnlah Rp. ­ 
c. Pcncrirnaan kcmbali pemberian pinjarnan sejurnlah Rp. 

114.477.9:\2,00 
f. Penerirnaan piutang daerah sejumlah Rp. ­ 
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(3) Pcngcluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jcnis pcmbiayaan: 
a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 
b. Pcnycrtaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. ­ 
c. Pcrnbayaran pokok utang sejurnlah Rp. _ 
d. Pernberian pinjaman daerah sejumlah Rp. ­ 

Pasa!S 
Uraian lebih lanjut , ,nggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, 
terdiri dar] : 

I. L .. rmpirnn I 
2. l.arnpiran ll 

'.\. l.ampiran fll 

­+. l.arnpiran IV 

5. Lampiran V 

6. Larnpiran VI 

7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Larnpiran XII 
13. Lampiran Xill 

ringkasan APBD; 
ringkasan APBD mcnurut urusan pcmcrintahan 
daerah dan organisasi: 
rinciari APBD menurut urusan pemerintah daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
rckapitulasi bclanja mcnurut urusan pemerintah 
dacrah, organisasi, program dan kcgiatan; 
rckapitilasi belanja daerah untuk keselarasan dan 
kctcrpaduan urusan pcmcrintah daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
dattar perubahan jumlah pegawai per golongan dan 
per jabatan; 
daftar Piutar,g Daerah: 
daftar Pcnyertaan Modal (lnvestasi) Daerab; 
daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset 
tctap daerah: 
daftar perkiraan pcnambahan dan pcngurangan Aset 
lainnya 
daftar kegiatan­kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
Jalam tahun anggaran ini; 
daftar dana cadangan; 
Jaftar pinjaman dan obiligasi. 
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Pasal 6 

Bupati rnenetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Dacrah scbagai landasan opeasional pclaksanaan APBD 

Pasal 7 

Pcraturan Dacrah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mcngetahuinya, rncrnerintahkan pengundangan 
pcraturan daerah ini dcngan penernpatannya dalam lernbaran Daerah, 

Ditetapkan di Masarnba, 
pada tanggal, 31 Desernber 2007 

l)iundangkt1n di Masarnba 
pa,Ll t,1ngg.1J, 31 Desernber 2007 

SEKRET:\J�Jc; DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA 

/�� ­­ .. 
Ors;(i. A. CHAERUL PANGERANG 

BUPATI LUWU UT ARA") 

H�.:m 
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1.1:.Mllt\Rt\N DAERAH KABUPt\TEN LUWU UT ARA TAHUN 2007 NOMOR: 20 

Perda Hal. 7 



DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI­l 
KABUPATEN LUWU UTARA 

ALAMAT : Jalan Jenderal Sudinnan No. I MASAMBA B (0473) 21130 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LU\VU UTARA 

NOMOR: 23 TAHUN 2007 

! 

I 
I, 
' 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2008 KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN IRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATENLUWTJUTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002. 

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas perlu 
ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara. 

I. Undang­Unadang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826); 

2. Undang ­ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara R1 Tahun 2003 Nomor 47); 

3. Undang ­ Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 431 O); 

4. Undang­Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 
Lembaran Negara R1 Nomor 4355 ); 

5. Undang­Undang t'omor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang­Undangan (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 53); 

G. Undang ­ Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 4437); 

7. \Jndang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 
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8. Peraturan Pcrnerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Peruerintah dau Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 54', Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 3952); 

'). Peraturnn Pemerintu. Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pcrranggunjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I ndoncsia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4022); 

10. l'craturan Pcmcrintah Nomor I 07 Tahun 2000 tcntang Pinjaman Daerah 
( I .cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000. Nomor 204, Tambahan 
l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 

1 I. Pcr.uurun l'cmerin1ah Nomor I 08 Tahun 2000 tcntang Tata Cara 
l'cnanggungjnwaban Kcpala Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tuhun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4027): 

12. l'eraturan Pernerintah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan 
Kepulu Daerah dun Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan l.cmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4028): 

13. Pcruturun Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4139); 

l­l. Peruturun Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Keduduxan Protokoler 
dan Kcuangan l'impinan dan Anggota DPRD (Lcmbaran Negara Rcpublik 
I ndoncsia Tahun 2005); 

15. J>e, uturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
I l:ierah ( l.crnbarun Rcpublik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
lambahan l.crnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

I 6. Pcruturun Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomau Pengelolaan 
Kcuangan Dacrah 

Mcmncrh.uikun Pendapat Akhir Fraksi­Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Rapat 
l'aripurna Dewan ianggal 31 Dcsernber 2007 

MEMUTUSKAN 

N1\.'lh.:t.1ph;.111 Kcputusan Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Luwu Utara alas 
l'crsctujuan Pcnctapan Pembcntukan Peraturan Daerah tcntang Anggaran 
Pendapatan dun I3elanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Luwu 
lJtara. 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut: 
I . Pcndapatan Dacrah Rp 420,243,484,000.00 

2. Belanja Daerah Rp 442,832, 180,265.02 ­ 
( Dclisit ) Rp (22,583,696,265.02) 

3. Pembiayaan 

a. Penerirnaan 
h. Pcngeluaran 

Rp 23,583,696,265.02 
Rp 1,000,000,000.00 

Pc1n1Jiayaan Netto 
Sisa Lchih Pernbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 22,583,696,265.02 
Rp (0.00) 
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Pasal 2 

(I) Ringkasan Pendapatan dan Belanja daerah dimaksud pada Pasal 
sebagairnana pada lampiran I Keputusan ini. 

(2) Rekapitulasi Belanja satuan Kerja sesuai Hasil Pembahasan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 
sebagaimana lampiran II Keputusan ini. 

Pasal 3 

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2008. 

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 
2008 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini agar 
ternbusannya disampaikan pula kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
Pada Tanggal 31 Desember 2007 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUWU UT::-,-··· 
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LAMPIRANI 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWLI UTARA 
RINGKASAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2008 

: PERATURAN OAERAH 
NOMOR : 20 T AHUN 2007 
TANGGAL : 31 Oesember 2007 
TENT ANG APBO KAB. LUWU UT ARA 
T AHUN ANGGARAN 2008 

I Nomor 
Urut 

URAIAN ·· 
.. ·;'.'.:. '· 

2 

PENDAPATAN DAERAH 

3 

420.248.484.000,00 

1.1 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

1.3 
1.3.1 

Pendapatan asll daerah 

Pajak daerah 

Retribusi daerah 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Lain-lain pendapatan as/i daerah yang sah 

Dana perimbangan 
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 

Dana alokasi umurn 
Dana alokasi khusus 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Hi bah 

14.054.593.000,00 
2.678.100.000,00 
7.968.493.000,00 

300.000.000,00 
3.108.000.000,00 

396.382.513.000,00 
36.404.793.000,00 

303.617 .720.000,00 
56.360.000.000,00 

9.811.378.000,00 
1.''40.507.000,00 

1.3.2 Dana darurat 

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinst dan dari pernenntah daerah lainnya 8.370.871.000,00 

1.3.4 Dana Penyesuaian dao Otonomi Khusus 

1. 3.5 Bantuan Keuangan dari provlnsi pemerintah daerah lainnya 

.Jurnlah Pcndapatan 420.248.484.000,00 

2 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

. 2.1.4 
' i 2.1.5 

' 2.1.6 ' I 2.1.7 

I 2.1.8 

2.2 I 

f 
2.2.1 
2.2.2 
2.2 3 

I 

BELANJA DAERAH 

Belanja Tidal< Langsung 

Belanja pegawai 

Belanja bunga 

Belanja subsidi 

Belanja hibah 

Belanja bantuan scsial 

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa 

Belanja tidak terduga 

Belanja Langsung 

Belanja pegawai 

Belanja barang dan jasa 

Belanja modal 

442.832.180.265,02 

191.898.873.619,00 
161.101.626.200,00 

3.160.000.000,00 
4.470.412.771,00 

452.779.800,00 
22.214.054.848,00 

500.000.000,00 

250.933.306.646,02 
29.898.538.600,00 
92.189. 739.572,00 

128.845.028.474,02 
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Nonlor 
Urut 

3 

URAi.AN!' .. . ­ 
\, 

­ .. 

2 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Oefisit) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

3 

442.832.180.265,02 

( 22.583.696.265,02) 

22.583.696.265,02 

3.1 
3.1.1 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Sisa Lebih Perhi\ungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) 

23.583.696.265,02 
23.449.218.333,02 

3. 1.2 Pencairan Dana Cadanqan 

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

3.1.4 

3.1.5 

Penerimaan pinjamc:n daerah 
Penerimaan kembali pemberian pinjaman 134.477.932,00 

3.1.6 Penerimaan piutang dnerah 

Jumlah Pe:nerimaan Pambiayaan Oaorah 23.583.696.265,02 

3.2 
3.2 1 

3.2.2 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Pembentukan dana cadangan 

Penyertaan modal (lnvestasi) daerah 

1.000.000.000,00 

1.000.000.000,00 

3.2.3 Pembayarnn pokok utang 

3.2.4 Pemberian pir.jaman daerah 

Jumlah Pengeluaran Pemoiayaan Dae1ah 

Pembiayaan neto 

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun borkenaan (SILPA) 

1.000.000.000,00 

22.583.696.265,02 

Masamba, 31 Desember 2007 

BUPATI LUWU UTARA 
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LAMPIRAN II PERATURAN OAERAH 
NOMOR : 20 TAHUN 2007 
TANGGAL : 31 Desembe, 2007 
TENTANG APBD KAB. LUWU UT ARA 
T AHLIN ANGGARAN 2008 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
RINGKASAN APBD MENIJRUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN 2008 

0 

u 
0 

I I Belanja Kode Urusan Pemerlntahan Daerah Pendapatan Tldak Jumlah I 
Langaung Langsung 

Belanja j 1 2 3 4 5 129.932.:03.350,UO. 
1 I 01 Pondidlkan 81.692.599.000,00 48.240.304.350,00 

1 01 1.01.01 I nnas Pendidikan. Kebudayaan a.. Pariwisata 81.692.599.000,00 48.240.304.350,00 129.932.903.350.l,OI 
1 02 Kcsohatan 5.072.720.000,00 19.294.314.000,00 33.450.902.745,00 52. 7< 5.216. 745,C'O. 
1 02 1.02.01 Oinas Kesehatan 360.00C.000,00 13.110.568.000,00 22.947.750.000,00 36.058.318.00J,OO 

' 02 1.02.02 xamor Pelayanan Rumah Sakit Umum Oaerah 4. 712. 720.000,00 6.183. 7<6.000,00 10.503.152.745,00 16.686.898.745,1.'111 
l\nC1 Ojernma Masamba 

' OJ Pckcrjaan Umum 594.800.000,00 2.103.9a8..000,00 74.099.435.101,02 76.203.423.101,.12 
1 03 t.03.CI Oinas Pekerjaan Umum 594.600.000,00 2.103.988.000,00 73.395.510.651,02 75.499.496.651,07 
1 03 1.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah 65.000.000,00 65.000.000.11., 
1 03 1.20.03 Sckre!arial Daerah 638.924.450,00 638.924.450.C'lll 
1 04 Pcrumahan tt.4.700.000,00 84.700.000,CGI 
1 04 1.03.01 Dmas Pekerjaan Umum 84. 700.000.00 64.700.000,00 
1 05 Ponataan Rua119 305.000.000,00 305.000.000,(ll"T 
1 05 1.06.0 l ueoen Perencenaan Pembangunan Oaerah 305.000.000,00 305.000.000,0tij 
1 06 Peroncanaan Pembangunan 912.S55.000,00 4.329.303.550,00 5.242.258.550,0CI 
I 06 l.(>6.01 ueuan Perencanaan Pembangunan Oaerah 912.955.000,00 3.442.728.000,00 4.355.663.COO,OO 
I 06 1.20.0J Sekretariat Daerah 881.075.550,00 681.075.550,CYJ 
I 06 1 14 o� nauan Penelillan oan Penerapan T eknologi 5.500.000,00 5.500.000,0iJ 

E:konomi Kerakyatan 

1 07 Pcrhuhungan 392.008.000,00 999.934.000,00 3.289.666.000,00 4.289.600.000,{10 
I 07 1.07.01 Dinas Perhubungan 392.008.000,00 999.934.000,00 3.269.666.000,00 4.289.600 . .J00,0() 

' 1 08 Ungkungan Hldup 2.669.974.000,00 2.669.974.00('1,0(1 
1 08 2.03.0t Oinas Per1ambangan. Energl t. Lingkungan 1.937.000.000.00 1.937.000.000,00 

Mid:1p 

1 08 t.0:S.01 Dinas Pekerjaan umum 662.974.000,00 662.974.lJOO,(IO 
' 08 2.0).01 Oinas Pertambangan, Energi & Ungkungan 70.000.000,00 70.000.000,0t) 

H1dup 

1 09 Portanahan 765.000.000,00 765.000.000,00 
1 09 1.20.0J Sekretariat Oaeran 765.000.000,00 765.000.000.00 
1 10 Kopendudukan dan Catalan Slpll 142.815.000,00 2.624.465.000,00 1.493.900.000,00 4.118.365.000,U') 
1 10 1.10.01 Bacian Kependudukan den Catalan Sipil & 142.615.000,00 2.624.<65.000,00 1.493.900.000,00 4.118.365.000.C:O 

Keluarga Berencana 

1 .,, Pembcrdayaan Perempuan dan Per11ndungan 295.000.000,00 295.000.000,'J() 
anak 

1 11 1.20.0 3 Sekretanat Oaerah 295.000.000,00 295.000.000,0l 
1 12 Ketuarga Berencana Jan Keluarga St'jahtera 2. 175.243.000,00 2.175.243.000,0" 
1 tz 1.10.01 Sadan Kependudukan dan Ca!atan Sipil & 2.175.243.000,00 2.175.243.000,(1 

Keluarga Serencana 

1 13 Sosial 500.000,00 975.491.000,00 2.594.900.000,00 3.570.3Srt.OOO,Ot 
1 13 1.13.01 Dinas Kesejahteraan Sosial 500.000,00 975,491.000,00 2.594.900.000,00 3.570.391.000,('. 
1 14 Ketcnagakerjaan 10.500.000,00 1.96G.IMO.OOO,OO 2.097.400.000,00 4.063.440.000,0 
1 14 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 500.000,00 1.368.911.00(),00 755.700.000,00 2.124.611.000,('( 
1 14 1.14.0 2 Sadan Penelilian dan Penerapan T eknologi 10.000.000,00 597.129.000,00 1.341.700.000,00 1.936.829.000,fo 

Ekonomi Kern.kyatan 

1 15 Koperasl dan Usaha Kecll Monongah 135.000.COO,OO 1.082.801.000,00 789.425.000,00 1.872.226.000,0 
1 15 1.1s.01101r.as Koperindag & Penanaman Modal 135.000.0UO,OO 1.082.801.000,00 714.425.000,00 1.797.226.000,0 
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Belanja 
Kode Urusan Pemerintahan Oacrah Pendapatan Tldak Jumlah 

Langsung 
L.angaung 

Belanja 
1 2 3 4 5 6 . 1 15 1.20.03 Sekretarial Daerah 75.000.000.00 75.000.000,00 

1 16 Panana,nan Modal 
344.000.000,00 344.000.000,0 

1 16 1.15.01 Dlnas Koperindag & Penanaman Modal 140.000.000,00 140.000.000,C' 
1 16 1.20.03 Sexretarlat Daerah 204.000.000,00 204.000.000, 
1 18 Pemuda dan Olah Raga 25.253.700,00 25.253. 700, 
t 16 1.01.01 Dinas Pendldikan. Kebudayaan & Pariwis.ata 25.253."100.00 25.253. 700,()( 
1 19 Kosatuan Bang$a dan Polltlk O�lam Nogorl 3.500.000,00 923.56'.000,00 1.471.100.0<JO,OO 2.394.664.000,0 
I 19 1.19.01 Kanter Kesatuan Bang:;a & Per1indungan 3.500.000,00 923.564.000,00 1.471.100.000.00 2.394.664.000,0< 

Masyarakat 

1 20 Otonoml daorah,oemorlntahan 413.215.086.000,00 70.053.868.619,00 Ja.648.474.200,00 108.732.342.819,0 
Umum,Admlnlstrasl Keuangan 
daorah,Porangkat daerah,kopegawalan. Dan 
porsandlan 

I 20 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat 4.238..461.200,00 4.238.461.200, 
I 20 2.01.01 Dinas Pertanlan Per1anian dan Kelaulan 15.000.000,00 15.000.000. 
t 20 1.10.01 Badan Kependudukan dan Catalan Sipil & 29.000.000,00 29.000.000,0' 

Kclu;1rga Berencana 

I 20 1.20.02 Keoata Daerah & Wakit Kepala Dearah 333.199.000,00 333.199.000,01 
1 20 2.02.01 Dmes Kehutanan dan Perkebunan 50.000.000,00 50.00<t.000. 
I 20 1.20.03 Sekretarial Daerah 363.696.220.00C,OO 54.68d.543A19,00 18.567.319.000.00 7:3.253.862.419.t 
I 20 1.0J.01 Omas Pekeqean Umvm 100.000.000,00 100.000.000. 
I 20 1 2:J.04 Sekrelarial Dewan PerwakHan Rakyat 1.061.722.000,00 6.554.500.000,00 7.616.222.000.1 
I 20 1.20.05 Baoan Pengawasan Daerah 1.256.047.000,00 1.516.700.000.00 2.774.747.000. 
I 20 1.20.06 Oinas Pendapatan Daerah 48.654. 771.000.00 aosa.rrr.ooo.ec 5.515.364.000,00 6.546.541.000, 
t 20 1.20.07 Pemerintah Kecamatan Sabbang 72.365.000,00 427.906.000,00 122.930.000,00 550.636.000, 
1 20 1.20.06 Pemerinlan Kecama!an Bae:bunta 4.160,000,00 459.670.000,00 126.160.000,00 586.050.00v.O 
I 20 1.�0.09 Pemerintah Kecamatan Limbong 1.350.000,00 249.632.000,00 125.920.000,00 375.752.000,tl 
t 20 1.20.10 Pemerintah Kecamatan Seko 500.000,00 269.194.000,00 139.950.000,QO 409.144.000. 

' 20 I 20.11 Pcmerintah Kecamatan Rampi 500.000,00 64.300.000,00 124.970.000,00 209.270.000, 
I 20 1.20.12 Pemerintah Kecamatan Malangke 9.500.00J,OO 154.931.000,00 133.630.000,00 28�.561.000, 
I 20 1.20.13 ,�e:nerinlah Kecamatan Malangke Baral 16.160.000,00 261.257.000,00 140.000.000,00 421.257 .000.U 
I 20 1.70 14 Pemerirnan Kecamatan Masamba 325.560.00J,OO 1.009,002.000,00 137.000.000,00 1.146.002.IJOO, 
i 20 1.20.15 Pemenntah Kecamatan Mappedeceng 15.260.000.00 392.203.000,00 129.700.000,00 521.903.000.0 
t 20 1.'20.� 6 Pemerintah Kecamatan Bone-Bone 138.8-40.000,00 549.611.000,00 121.150.000,00 670.961.000, 
t 20 1.20.1 7 Pemerinlah Kecamatan Sukamaju 57.360.000,00 4­49.106.000,00 129.250.000,00 576.356.000, 
I 20 1.20.1 8 Pemenntah Kelurehan Kappuna 2.000.000,00 19.500.000,00 72.000.000,00 91.500.000.1 

I 20 1.20.1 9 Pemerintah Kelurahan Bone 3.500.000,00 26.550.000,00 72.000.000,00 98.550.000, 
1 20 1.20.7. O Pemerlntah xensahan Kasimbong 2.000.000,00 31.500.000,00 72.000.000,00 103.500.000, 
t ,0 1.20.2 1 Pemerintah Kelurahan Baliase 2.500.000,00 36.300.000,00 75.000.000,00 111.300.()()t), 

20 
. I 

12.500.000,00 1.033.455.000,00 4.574.911.200,00 5.€08.366.200,r 
1 1.2C.2218adan Kepegawaian Deerah 

1 21 Kotahanan Pangan 2.766.000.000,00 2.766.000.000, 
1 21 '201.01 Dinas Pcrtanian Pertantan can Kelautan 2.316.000.000,00 2.316.000.000, 
1 21 1 20.03 Sekretanat Oaerah 450.000.000,00 450.000.000, 
1 22 Pomberdayaan Masyarakat dan Cesa 415.958.000,00 2.141.325.000,00 2.557.283.000, 
t 22 1.22.01 xautor Pemberdayaan Masyarak.at Oesa 415.958.000,00 1.521.000.000,00 1.936.956.000, 
t 22 1.20.03 Sekretariat Daerah 620.325.000,00 620.325.000, 
1 23 Statlstlk 312.000.000,00 312.000.000, 
1 23 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 312.000.000,00 312.000.000, 
1 25 Komunfkasl dan lnformatlka 413.3ZS.OOO,OO 2.263.400.000,00 2.676.723.000, 
1 25 1.25.01 xaotor Pengolahan Data Elektrik 413.323.000,00 1.636.400.000,0U 2.251.723.000.f 
I 25 1.20.03 Sekretanat Oaerah 425.000.000.00 425.000.000, 
2 

01 I Portanlan 149.050.000,00 4.749.715.000,00 17.287.400.000,00 22.037.115.000, 
2 01 2.01.01 Dinas Pertanian Per1anian dan xetautan 149.050.000,00 4.749,715.000,00 6.572.400.000,00 11.:22.115.000, 
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Belanja 

Kode Urusan PemerinU!.han Daerah Pendapatan Tldak Jumlah 
Lang sung 

Langsung 
Belanja 

1 2 3 4 5 6 ­ 
2 01 2.02.01 Oinas Kehutanan dan Perkebunan 10.385.000.000,00 10.365.000.000, 

' 01 1.14.02 Badan PeneUlian dan Penerapan Teknologi 330.000.000,00 330.000.000,t 
Ekonomi Kerakyatan 

2 02 Kchutanan 517 .005.000,00 2.761.3"9.000,00 1.241.000.000,00 4.002.349.000, 

2 02 2.02.01 Oinas Kehutanan dan Perkebunan 517.005.000,00 2.761.349.000,00 1.241.000.000,00 4.002.349.000, 

2 03 Energi dan Sumbordaya Mineral 15.500.000,00 898.509.000,00 1JJ69.100.000,00 2.767.609.000, 

2 03 2.03.01 Otnas Pertambangan, Energi & Lingk.ungan 15.500.000,00 898.509.000,00 1.869.100.000,00 2.767.609.000, 
Hidup 

2 04 Parlwlsata 700.000.000,00 700.000.000,( 

2 04 1.01.01 
] 
Oinas Pendidikan. Kebudayaan & Pariwisata 700.000.000,00 700.000.000. 

2 OS · Kela utan dan Perlkanan 4.100.100.000,00 4.100.100.000, 

2 OS 2.01.01 Dinas Pertanian Pertanian dan Ketautan 4.100.100.000,00 4.100.100.000, 

2 06 Perdagangan 310.000.000,00 310.000.000, 

2 06 1.15.01 Oinas Koperindag & Penanaman Mod.:il 310.000.000,00 310.000.000, 

2 I:: Perinaustrlan 499.000.000,00 499.000.000, 

2 1.15.01 Oinas Koperindag & Penanaman Modal 499.000.000,00 499.000.000. 

2 08 Ketransmlgraslan 275.000.00C,OO 2:15.000.000, 

z I OB 1.14.01 Oinas Tenaga Kerja & Transmigrnsl 275.000.000,00 275.000.000, 

Jumlah 420.248.­48,4.000,00 191,S9l\.873.619,00 250.933.306.646,02 442.832.180.265. 

Surplus/(Oefisit) ­22.583.6!,Q.265, 

Masamba, 31 Desember 2007 
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LAMPIRAN II PERATIJRAN DAERAH 
NOMOR : 20 T AHUN 2007 
T ANGGAL : 31 Desember 2007 
TENT ANG APBD KAB. LUWU UTARA 
T AHUN ANGGARAN 2008 

PEMERINTAH KABUPATEtl LUWU UTARA 
RINGKASAN Af'BD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN 2008 

�I 

00 

0 

co 
00 

00 

0 

k.odc Belanja i SKPO Pendapatan --1 Tldak 
Langsung Jumlah I Langsung Belanja ' I 1 2 J 4 5 6 I 1 01 Pondldikan 81.692.699.000,00 48.965.558.050,00 130.658.157.0!!'),0�1 1 01 01 Oinas Pendidikan, Kcbudayaan & Pariwisata 81.692.599.000,00 48.965.558.050,00 1Jo.ssa.1s1.aso.001 1 02 Kosehatan 5.072.720.000,00 19.294.314.000,00 33.450.902.745,00 52.745.216.7 .. 

,C., 1 02 01 Oinas Kesehalan 360.000.0CO,OO 13.110.568.000,00 22.947.750.000,00 36.058.318.000,00 
1 o, 02 Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Oaerah 4.712.720.000,00 6, 183, 7"6.000,00 10.503.152.745,00 16.686.898.745,00! ,\ndi Ojemma Masamba 

i 1 03 Pokorjaan Umum 594.800.000,00 2.103.988.000,00 74.243.184.651,02 76.347.172.651,0., 1 03 01 Dmas Pekenaan Umum 594.800.000,00 2.103.008.000,00 74.243.184.651,02 76.347.172.651,02 
1 06 Poroncanaan Pembangunan 912.955.000,00 4.124.728.000,00 s.o31.sa3.ooo,001 1 cs 01 Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah 912.955.000,00 4.124.726.000,00 ' 5.037.683.000.00J 
1 07 Porhubungan 392.008.000,00 999.934.000,00 l.289.666.000,00 I 

4.289.600.000,00i 1 07 01 Dinas Perhubungan 392.008.000.00 999.934.000,00 3.269.666.000,00 4.289.600.ooo,001 1 10 Kopondudukan dan Catatan Sipil 142.815.000,00 2.624.465,000,00 3.698.143.000,00 6.322.608.000,00/ 1 10 01 1::1<1<.lan Kependudukan dan Catalan Sipn & 142.815.000,00 2.624.465.000,00 3.696.143.000,00 6.322.608.000,001 
Keluarga Berencana 

1 13 Soslal 500.000,CO 975.491.000,00 2.59000.000,00 3.5!0.391.C,00,CO 
1 13 01 Dinas Kesejahteraan Sosial 500.000,00 975.491.000,00 2.594.900.000,00 3.570.391.000,00 
1 14 Kotonayakerjaan 10.500.000,0G 1.966.040.000,00 2.707.900.000,00 4.673.940.000,00 
1 14 01 Oinas Tenaga Kerja & Iransmtqresl 500.000,00 1.368.911.000,00 1.030.700.000,00 2.399.611.000,00 
1 14 02 Baclan Penelitian dan PP.nerapan Teknologi 10.000.000,00 597. 129.000,00 1.677.200.000,00 2.274.329.000,0i) 

Ekonomi Kerakyalan 

1 15 Koporasl dan Usaha Kecll "1eneng,1h 135.000.000,00 1.082.801.000,00 1.663.425.000,00 2.746.226.000,00 
1 15 01 Oinas Koperindag & Penanaman Modal 135.000.000,00 1.082.801.000,00 1.663.425.000,00 2. 746.226.000.00 
1 19 Kesatuan Bangsa dan Polltlk Oa!am Negerl 3.500.000,00 923.564.000,00 1.471.100.000,00 2.394.664.000,00 
1 19 01 xamor Kesatuan Bangsa & Per1ind<Jngan 3.500.000,00 923.564.000,00 1.471.100.000,00 2.394.664.000,00 

Masvarakat 

1 20 Otonoml daerah,Pemerlntahan 413.215.086.000,00 70.083.868.619,00 42.808.799.200,00 112.892.667.819,0C 
Umum,Admlnl&trasl Keuangan 
daorah,Perangkat daorah,kopegaw.al.an, Dan 
porsandlan 

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat 4.238.461.200.00 4.238.461.200,00 
1 20 02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Oearah 333.199.000,00 333.109.000, 
1 20 03 Sekretariat Daerah 363.896.220.000,00 54.686.543.419,()I) 22.921.644.000.00 77 .608.187.419, 
1 20 04 Sekretarial Dewan Perwakllan Rakyat 1.061. 722.000,00 6.554.500.000,00 7.616.222.000, 
I 20 cs Bacan Pengawasan Oaerah 1.256.047.000,00 1.518. 700.000,00 2.774.747.000, 
1 20 06 Dinas Pendapatan Daer.ah 48.654. 771.000,00 3.033.1 rt .000.00 5.515.364.000,00 3.548.541.000,C( 
1 20 07 Pemermtan Kecamatan Sabbang 72.365.000,00 <4­27.908.000,00 122.930.000,00 550.838.000,QC 
1 20 08 Pemertntah Kecamatan Baebunta 4.160.000,00 459.870.000,00 128.180.000,00 588.050.000, 
1 20 09 Pemerintah Kecamalan llrnbong 1.350.000,00 249.832.000.00 125.920.000,00 375.752.000,0 
1 20 10 Pemennten Kecamalan Seko 500.000,CO 269.194.000,00 139.950.000,00 409.144.000, 
1 20 11 Pemerinlah Kecamatan Rampi 500.000,00 84.300.000,00 124.970.000,00 209.270.000, 
1 20 12 Pemenntan Kecamatan Malangke 9.500.000,00 154.931.000,00 133.630.000.00 288.561.000, 
1 20 13 Pemerintah Kecamalan Malar.gk.e Baral 16. 130.000,00 281.257.000,00 140.000.000,00 421.257 .000,0 
1 20 14 Perneontaf Kecarnatan Masamba 325.580.000,00 1.009.002.000,00 137.000.000,00 1.146.002.000,01 
1 20 15 Pemenntah Kecamatan Mappedeceno 15.260.000,00 392.203.000,00 129.700.000.00 521.903.000.0 I 
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-· BelanJa i 
Kode SKPD Pendapatan Tldak Jumlah -·1 

langsung Lang sung Belanja ­1 1 2 3 4 5 670.:61.000.(Y)I 
1 20 16 Pemerintah Kt::eamatan Bone-Sane 133.6<0.000,00 5<9.611.000,00 121.150.000,00 
1 ?.O 17 Pemerintah Kecamalan Sukamaju 57.360.000,CO ... 9.106.000,00 129.250.000,00 578.356.000.001 
1 20 16 Pernerlntah Kelurahan Kappuna 2.000.000.00 19.500.000,00 72.000.000,00 91.500.000.0')1 

1 20 19 Pemerintah Kelurahan Bone 3.500.000,00 26.550.000.00 72.000.000.00 sa.sso.ooo.ooj 
1 20 20 Pemerinlah Kelurahan Kasimbong 2.000.000.00 31.500.000.00 72.000.000,00 103.500.000.0'JI 
1 ?.O 21 Pemerintah Kelurahan Baliase 2.500.000,00 36.300.000,00 75.000.000,0J 111.300.000,00! 

1 20 22 Sadan Kepegawaian Daerah 12.500.000,00 1.033.455.000,00 4.57 4.911.200,00 s.sos.366.200.001 
I 

1 22 Pembordayaan Masyarakat dan Desa 415.958.000,00 1.521.000.000,00 1.936.958.00C, Ol11 
1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakal Desa 415.958.000,00 1.521.000.0­00.00 1.936.958.000,0'J! 
1 25 Komunlkasl dan lnformatlka 413.323.000,00 1.838.400.000,00 2.251.723.ooo,ool 

1 25 01 Kantor Pengolahan Data Eleklrik 413.323.000,00 1.638.400.000.00 2.251.723.000.:,d 
I 

2 01 Portan\an 149.050.000,00 4.74!il.715.000,00 13.003.500.000,00 17.753.21s.oou,c11 j 
2 01 01 Dtnas Pertanian Pertanian dan Kelactan 149.050.000,00 4.749.715.000.00 13.003.500.000.00 11. 753.215.oco.o,:,I 

2 02 Kohutanan 517.005.000,00 2. 761.J.69.000,00 11.676.000.000,00 14.437 .349.000,001 

2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 517.005.000,00 2. 761.349.000,00 11.676.000.000,00 14.437 .349.000,00i 
2 03 Enorgl den Sumbordaya Mineral 15.500.000,00 898.509.000,00 3.876.100.000,00 4.774.609.ooo,ooJ 

2 03 01 Dinas Pcrtambangan. Energi & Ungkungan 15.500.000.00 696.509.000,00 3.876.100.000,00 4.774.609.000.(h;I 

H1dup 

Jumlah 191.898.873.619,00 250.933.305.646,02 
­·1 

420.246.484.000,00 442.BJ2.1&0.2s:,u.zl 

Surplusl(Defisit) ·22.583.696.26.J,01.1 

Masamba. 31 Oesember 2007 
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LAM�IRAN Ill PERA TU RAN DAERAH 
NOMOR : 20 TAHUN 2007 
TANGGAL : 31 Desember 2007 
TENT ANG APBD KAB. LUWU UT ARA 
T AHUN ANG GARAN 2008 

ORGANISASI 

KODE REKENING 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
RINCIAN APEID MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

ORGANISASI. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2008 

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 

3 

Hal: 1 

4 

1.01 

1.01.01loo 

co 5 BELANJA DAERAH 

JUMLAH PENOAPATAN 

130.658.157.050,00 

1.01 1.01.01 00 00 S 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 81.692.599.000,00 

81.692.599.000,00 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 

BELANJA LANGSUNG 

1.01 1.01.01 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 

1.01 1.01.01 00 00 5 2 2 SELAN.IA BARANG DAN JASA 

1.01 1.01.01 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL 

48.965.658.050,00 

5.497.724.900,00 

11.423.182.150,00 

32.04-1.651.000,00 

1.01 1.01.01 01 

1.01 1.01.01 01 01 

1.01 1.01.01 01 07 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jana surat menyurat 

Penyediaan jasa administrasl keuangan 

1.815.500.000,00 

5.000.000,00 

3.480.000,00 

1.520.000,00 

15.000.000,00 

15.000.000,00 

1.500.000.000,00 

1.500.000.000,00 

1.01 1.01.01 01 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 

1 01 1 01 01 01 01 512 2 BELANJA BARANG DAN JASA 

1.C1 1.01.01 01 031 Penyedlaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

1.01 1.01.01 01 0315 2 1 BELANJA PEGAWAI 

1 01 1.01.01 01 07 5 2 1 3ELANJA PEGAWAI 

1.01 1.01.0·1 Ci OB Penyedlaan jasa kebersihan kantor 

; 01 1.01.01 01 08 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 

1 01 1.01.01 01 oa 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 

1 01 1.01.01 01 1 O Penyedlaan alat tulls kantor 

1.01 1.01.Cl 01 10 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 

10.000.000,00 

6.000.000.00 

4.000.000,00 

80.000.000,00 

80.000.000,00 

1.01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000.000,00 

80.000.000,00 1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 

Penyedlaan komponen instalaal list�k/penerangan 
bangunan kantor 

1.01 1.01.01 0112 5 2 2 BELANJABARANGuANJASA 

Penyediaan ba:ian bacaan dan piµ-aturan 
purundang-undangan 

1.01 1.01.01 01 15 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 
[ 

1.01 1.01.01 01 15 5 2 I 3 BELANJA MODAL 

3.500.000,00 

3.500.000.00 

10.000.000,00 

6.000.000,00 

4.000.000,00 
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